WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SISTEM KOORDINASI
PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jarnngan
utilitas di Kota Surabaya, telah diatur ketentuan mengenan
sisterm  koordinasi pembangunan jaringan utilitas Kota
Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001,

k.  bahwa berkaitan dengan perubahan slruktur grganisasi di
ingkungan Pemerintah Kota Surabaya. maka tugas dan
fungsi dar masing-masing anggota Tim  Koordinas
Pembangunan Jaringan Militas sebagaimana diatur dalam
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, perlu
ditinjau kembalk;

¢. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Alas Keputusan Waikota
Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sisterm Koordinas:
Pembangunan Jaringan Utlitas Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 168 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa TimurfJawa Tengah/jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730),

Z2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jasa
Konstruksi {Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833),
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan tembaran Negara Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar
8 Tahun 2005 {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Verlikal di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konsiruksi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Momor 83 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi {Lembaran MNegara
Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Mamor 3958);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tabun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran
MNegara Nomar 3857);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor
45783,

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan
{Lembaran MNegara Tahun 2008 Nomor B6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4655);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tabun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah disbah keenam kali dengan
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah,

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 15 Surabaya
Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta {Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000
Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dasrah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomeor 2/C);



Menetapkan

T

14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000
tentang Ketentuan Penggunaan Jalan {Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003
tentang Refribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/0D)
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Daerah Kola
Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kola
Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/C),

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005
tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D).

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nemar 14 Tahun 2005
tentang Organisast Dinas Kota Surabaya ({Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D):

18 Peraturan Walkola Surabaya Nomor 58 Tahun 2005
lentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga
dan Pemalusan Kota Surabaya {Lembaran Daerah Koia
Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);

19, Peraturan Wallkota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekrelariat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tabun
2005 Nomor 17/0).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENYANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG SISTEM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN
UTILITAS KOTA SURABAYA.

Pasal §

Beberapa ketentuan dalam Kepulusan Walikota Surabaya Nomor 4
Tahun 2001 tentang Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan
Utlitas Kota Surabaya {Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2001 Nomor 4}, diubah sebagai bernkut -

1. Semua kalmat :

a. Asisten Il diubah sehingga berbunyi Asisten Bidang
Administrasi Pembangunan;

b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diubah sehingga
terbunyi Dinas Bina Marga dan Pemalusan;



Dinas Tata Kota diubah sehingga berbunyi Rinas Tata Kota
dan Permukiman;

Binas Lalu Lintas Angkutan Jalan diubah sehingga berbunyi
Dinas Perhubungan,

Dinas Kebersihan diubah sehingga berbunyr Dinas
Kebersihan dan Pertamanan;

Dinas Pertamanan dan Permakaman diubah sehingga
berbunyi Dinas Kebersihan dan Perlamanan;

Bagian Keuangan diubah sehingga berbunyi Badan
Pengel¢laan Keuangan.

Bagian Penyusunan Prggram diubah sehingga berbuny
Bagian Bina Program.

. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut

Pasal 1

Datam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2

Daerah adalah Kota Surabaya.
Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya

Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

. Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Surabaya

Asisten Bidang Administrasi Pembangunan adalah Asisten
Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya.

Dinag Bina Marga dan Pematusan adalah Dinas Bina Marga
dan Pematusan Kota Surabaya.

Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata Kota
dan Permukiman Kola Surabaya

 Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  adalah  Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

10.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota

Surabaya.

11. Bagian Pengkajian Pembangunan Kota adalah Bagian

Pengkajian Pembangunan Kola Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.



12. Bagian Bina Program adalah Bagian Bina Program
Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

13. Satvan Lalu Lirlas Polwiltabes adalah Satuan Lalu Linlas
Polwiltabes Surabaya.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD.
Dinas, Lembaga Teknis, Satluan Polisi Pamong Praja.
Kecamalan dan Kelurahan.

15, Jaringan Utiitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain

a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air
minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar
lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas,
televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan
jaringan lainnya;

b. Jaringan kabel tanah / udara, kabel duct, tiang telepon.
gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;

c. Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain.

16. Tim Koordinast Pernbangunaa Jaringan LUMilitas yang
selanjutnya disebut Tim KPJU, adatah pelaksana koordinas:
pembanguJnan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian
tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi di
dalamnya.

17.Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan
pembangunan/pemefiharaan jaringan utilitas.

18. Prasarana Kota adalah jalan, jembatan, saluran pematusan.
pertamanan, prasarana kelalulimasan yang dimiliki/dikuasa
oleh Pemerintah Daerah.

19.Sarana Kota adalah fasilitas umum/scsial yang meliputi
pendidikan,  kesehatan, perbelanjaan dan  niaga.
pemeriitahan dan pelayanan uvmum, lempat peribadatan.
rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka.
pemakaman umum vyang gimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.

. Kalimat Bagian Penyusunan Program dalam Pasal 11 ayat {4}
diubah sehingga berbunyi Bagian Pengkajian Pembangunan
Kota.

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 16

(1) Penempatan jaringan utilitas harus sesuai Rencana Tala
Ruang Kota yang telah ditetapkan oleh Permerintah Daerah.



(2} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), dalam hal dikehendaki oieh Instansi Utilitas setelah
memperoleh persetujuan Ketua Tim KPJU, dengan
ketentuan apabila lokasi tersebut dibutuhkan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan, maka
seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas ditanggung oleh
Instansi Utilitas.

(3) Apabila pembangunan/penempatan jaringan utilitas yang
dilaksanakan oleh Instansi Utilitas telah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Kota, maka jika terjadi pergeseran

jaringan utilitas akibat kegiatan pembangunan fisik yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, seluruh biaya
penggeseran jaringan utilitas ditanggung oleh Pemerintah

Caerah.

(4} Apabila terjadi pembangunan/penggeseran jaringan ulilitas
akibat pembangunan fisik oleh pihak lain selain Pemerintah
Daerah, maka seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas
menjadi  tanggungjawab pihak yang melaksanakan
pembangunan/ penggeseran jaringan utilitas.

- Ketentuan Pasal 1¢ diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut

Pasal 19

(1) Sebagai upaya pengendalian administralif atas pelaksanaan
pembangunan jaringan utilitas serta perbaikan kembal
prasarana dan sarana kota, Bagian Bina Program dan
Bagian Pengkajian Pembangunan Kota melakukan
pemantavan, pengevaluasian dan pelaporan,

{2) Mekanisme pemantavan, pengevaluasian dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

. Ketentuan Pasal 20 giubah sehingga Pasal 20 berbuny sebagai
berikut :

Pasal 20

(1) Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota Surabaya
selaku Sekretaris 1 Tim KPJU mengumumkan kepada
masyarakat berkaitan dengan adanya kegiatan
pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan kembah
prasarana dan sarana kota akibat adanya pembangunan
jaringan utilitas.

{2) Pengaduan masyarakat secara lisan maupun tertulis tentang
pelaksanaan kegiatan permbangunan jaringan utilitas dan
perbaikan kembali prasarana sarana kota disampaikan
melalui Kepaia Bagian Pengkajian Pembangunan Kcola
selaku Sekretaris | Tim KPJU.



7. Ketentuan dalam Lampiran khususnya pada Bagian Kedun dan
Bagian Kelima diubah  sehingga berbuny:  sebagamana
dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Watikota ini

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mular berlaku pada tanggal dwndangkan
Agar sehap orang mengetahuinya. memenntahkan pengundargan

Peraturan Wabkota :ni dengan penempatannya dalam Benta
Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ted

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Qklober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 50
Sahnan sesuai dengan ashnya
a.n SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
: u. b

Tinghat !
P. 010 251 424



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 50 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 OKTOBER 2007
BAGIAN I

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAE
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS (TIM KPJU)

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KPJU

NOMOR KETERANGAN JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
L . '5
1. |Walikota Surabaya Pengarah
2. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Ketua
3. Asisten Bidang Administrasi Wakil Ketua
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya
4. Kepata Bagian Pengkajian Pembangunan Sekretaris |
Kota Sekretariat Daerah Kota Surabaya
5. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Sekretaris Il
Daerah Kola Surabaya
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Bendahara
Kota Surabaya
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Anggota
Kota Surabaya
8. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Anggota
Kota Surabaya
9. Kepala Dinas Kebersihan dan Anggota |
Pertamanan Kota Surabaya |
-
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Anggota
Surabaya
i1. Unsur Unit Kerja terkait Anggota B
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2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KPJU :

a. Pengarah Tim KPJU .

membenkan pengarahan atas sistern koordinasi pembangunan jaringan
utilitas Kota Surabaya.

L. Ketua Tim KPJLU :

1.

mengkoordinasikan kerja Tim KPJU dalam melaksanakan tugas berkatan
dengan pembangunan jaringan utilitas;

memberikan petunjuk kepada anggota Tim KPJU dan Instansi Utilas
dalam hal pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas;

memberikan pertimbanganfsaran kepada Walikola Surabaya tentang
program kerja pembangunan jaringan utilitas:

menyetujui dan menegtapkan Frogram Kerja Tahunan Pembangunan
Jarnngan Utilitas;

menandatangan Surat 12in Pelaksanaan Kegiatan {SIFK}:

memberikan sanksi administrasi kepada Instansi Ulillas yang melanggar
ketentuan yang telah ditetapkan, setelah Instansi Ublilas  yang
persangkutan menerima pesingatan tertulis kesatu dari Kepala Dinas Bina
Marga dan Pematusan dan peringatan tertulis kedua dari Asisten Bidang
Adminisirasi Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Wakil Kelua Tim
KPJL,

c. Wakil Ketua Tim KPJU .

1.

membantu dan mewakiti Ketua Tim KPJU dalam memberikan petunjuk
kepada Intansi Utilitas dalam hal pelaksanaan pembangunan jaringan
Utilitas,

melakukan koordinasi dan pemantavan secara terus-meanerus unfuk
menjamin  kelancaran pelaksanaan pekerjaan pernbangunan jaringan
utilites serta perbaikan kembali prasarana dan sarana kota dengan
anggota Tim KPJU dan Instansi  Wilitas;

memberikan pertimbangan/saran kepada Ketua Tim KPJU berkaitan
dengan pemberian izin atay sanksi administrasi kepada Instansi Utilitas
atau Instansi yang terkait pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas.

d Sekretaris Tim KPJU ;

1

Sekretans | :

a melakukan koordinasi dengarn seluruh anggota Tim KPJU dan Instans
Utitas terkat dalam hal penyusunan Program Kerja Tahunan
Perbangunan janngan Nilitas;

megrandatangars Surat Pembentahuan Sefor (SPS) untuk Instans:
Ut:iitas peohor

¢ menyelenggaracan rapat koordenas: pengendatian administrasi secara
berkala atas petaictana pagaatan pembangunan janngan utilitas,

[&]



d.

a.

melaksanakan segala kegiatan administrasi yang berkaan dengan
pengelolaan pembangunan jaringan utilitas;

memberikan peringatan kepada instansi uititas yang melakukan
kegiatan pembangunan utilitas tetapi tidak mempunyai Surat 1zin
Pelaksanaan Kegialan{SPIK} ataupun tanpa terlebih dahulu

membaritahukan kegiatan pembangunan tersebut kepada Sekretaris |
Tim KPJU.

2  Sekretaris Il :

a.

melakukan sinkronisasi materi program kerja tahunan pembangunan
jaringan utilitas,

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keqiatan
pembangunan jaringan utilitas:

membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas
kepada Ketua Tim KPJU.

e. Bendahara Tim KPJU :

mengadakan pengendalian administrasi keuangan berkenaan dengan
peiaksanaan pembangunan jaringan utilitas.

f. Anggota Tim KP.JU

1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya:

a.

mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tim KPJU
terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi;

menyiapkan perhitungan besarnya hiaya penggantian/perbaikan
kembali prasarana dan sarana kota akibat pembangunan jaringan
utilitas untuk disampaikan kepada Sekretaris Tim KPJU sebagai bahan
dasar penerbitan Surat Femberitahuan Setor (SPS);

memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan ferkail dengan
pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan uvlilitas yang berada di
Ruang Milik Jalan (Rumija);

melakukan pengawasan IJokasi terhadap pelaksanaan pekenaan
pembangunan jaringan ulititas yang berada di Ruang Milik Jalan
{Rumija};

. membuat serta menandatangani surat pembenan peringaian kesatu

untuk fnstansi Utililas:;

bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan kembali kerusakan
prasarana dan sarana kota yang berupa jalan, saluran dan jembatan
akibat pembangunan jaringan utilitas;

membuat laporan kegialan secara berkala yang melipull kegiatan
pengawasan lokasi dan adminstrasi keuangan,

2. Kepaia Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya |

b.

mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tiim KPJU
terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi,

menyiapkan perhilungan besarnya retribusi penggantan biaya cétak
peta untuk diajukan kepada Hekretaris | Tim KPJU;



memperikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dalam pelaksanaan
pembangunan jaringan utilitas terkait dengan perencanaan kota.

melakukan pengawasan lokasi terkait dengan perencanaan kota;

memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Pengkajian
Pembangunan Kota dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan
terkait dengan pemberian peringatan kepada Instansi Utilitas:

menginventarisasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan
utilitas;

3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;

a.

mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tim KPJU
terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi:

. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan terkait pelaksanaan

pekerjaan pembangunan jaringan utilitas yang berada di Ickas
pertamanan,

melakukan pengawasan lokasi atas keoersihar lingkungan lokas)
kegiatan akibat pekerjaan pembangunan jaringan utilitas seqa
perbaikan kembali prasarana dan sarana kola.

. memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagi"an Penghkajian

FPembangunan Kota dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan
lerkait dengan pemberian peringatan kepada Instansi Ulilitas:

. bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan kembal kerusakan

prasarana dan sarana kota yang berkaitan dengan pertamanan dan
penerangan jalan umum akibat dan pembangunan janngan ulillas,

4 Kepala Oinas Perhubungan Kota Surabaya

d

b.

mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggola Tim KPJU
terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi,

memberi  petuniuk, bimbingan, pengaraban dalam peiaksanaan
kegiatan pembangunan jaringan utiitas yang berkaitan dengan
Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

melakukan pengawasan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan jaringan utilitas yang berkaitan dengan Undang-Undang
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Pengkajian
Pembangunan Kota dan Kepala Cinas Bina Marga dan Permatusan
terkait dengan pemberian peringatan kepada Instans Utilitas.



PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS

BAGIAN V

ALUR PROSES PENYELESAIAN

ttd

BAMBANG DWI HARTONC

Salnan seauai dengan ...........

ASISTEN BIDANG BAGIAN CANAS BINA | DINAS TATA
- MEGIATAN WAty | IR | e | ADMBisTRas | PENOKAMAN | Ceg” | g pan | %oTanan
PEMGAMGUNAN KOTA FROGRAM | PEMATUSAN | PERMWUKIMAN
1 pangejuan sural 1 hant 1
pormohonan IZin @ é |
1
2 | membandingkan dengan 1 hari
PRTPJIL dan membual
penberiahuan survey
3 hooidriasi sunay Thari ®=
< pelaksanaan survey okas 2 hari 6
5 | Benta Acara Survgy 1 hari
[ pafyusunan rencana 4 han
Iakns
7 PANYWSINAN (NCanE 1 harl
anggaran
8 | perywsunan SPS dan 1 hart 13 e
dkinm ke Instanm LHildas
9 menerima dan rencana 1 harl H
pembayaran SPS
1 | menerema dan mengirm 1 i 5
TP
11 | manstema TP dan 1 hard o
mambyat SIPK
12 | porsetuwan SIPK can A v @qr@q._
dikirim ke lnslansi Uliltes
| . A
Catatan ;
a. PKTPJU  : Program Keria Tahunan Pembangunan Jaringan Ulilitas
b. SPS : Surat Pemberitahuan Setor
c. TP : Tanda Penyetoran
d. SIPK . Surat 1zin Pelaksanaan Kegiatan
WALIKOTA SURABAYA,
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Salman sesua dengan asiinya
a.n SEKRETARIS DAERAYH
Asisten Bidang Admunistras: Pemernintahan




